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RINGKASAN

Sebagai unsur pemerintahan terkecil di Indonesia, desa memiliki otoritas
untuk menjalankan otonomi daerah mereka sendiri, yaitu kekuasaan guna
mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan
kehendak masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Reformasi dan demokrasi yang berlangsung di Indonesia turut berdampak pada
penyelenggaraan pemerintahan desa yang salah satunya adalah dengan
dibentuknya lembaga perwakilan desa berupa Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) yang menggantikan Badan Permusyawaratan. BPD berperan penting dalam
menjaga akuntabilitas dan keseimbangan kekuasaan di tingkat pemerintahan desa.
Salah satu tugas pokok badan ini (BPD) adalah bertugas menyampaikan aspirasi
dan menyejahterakan masyarakat desa, sesuai dengan Undang-undang. Atas dasar
hal tersebut, maka penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui (1) peran BPD
dalam pengambilan keputusan bersama di tingkat desa berdasarkan perspektif
hukum dan peraturan yang berlaku dan (2) wewenang yang dimiliki oleh BPD
dalam proses pengambilan keputusan bersama di tingkat desa, dengan merujuk
pada peraturan yang berlaku.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian yuridis normatif. Data dalam penelitian ini diambil dengan cara
menginventarisasi beberapa perundang-undangan sebagai salah satu bentuk bahan
hokum primer yang disertai dengan bahan sekunder yang memiliki keterikatan
dengan penelitian ini. Detelah data diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis data
dengan metode analisis hukum yaitu metode deduktif yang menarik kesimpulan
dari sejumlah ciri umum dan khusus.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya dalam upaya
pengambilan keputusan bersama, BPD berperan sebagai penghubung dan
perantara aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa. Peran tersebut diterapkan
melalui tugas dan fungsinya yang tertulis dalam undang-undang nomor 32 tahun
2004 tentang desa dan juga peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia
pasal 31 nomor 110 tahuun 2016 yakni BPD bertugas untuk menggali,
menghimpun, dan menyampaiakan aspirasi masyarakat, mengadakan musyawarah
unttuk mencapai mufakat dan bilamana tidak mencapai mufakat maka melakukan
voting, memberikan masukan, saran dan ide-ide lainnya dalam porses
musyawarah guna mamperoleh keputusan bersama yang terbaik, serta
mengesahkan hasil musyawarah berupa keputusan bersama yang telah disepakati
bersama. Sementara itu, wewenang yang dimiliki oleh BPD dalam pengambilan
keputusan berdama di desa didasarkan pada peraturan menteri dalam negeri
Republik Indonesia nomor 110 tahun 2016 bahwasannya wewenang dari BPD
dalam mengambil keputusan adalah wewenang mwakili suara rakyat dengan
berupaya menyampaiakan aspirasi dan mengawalnya hingga diperoleh hasil
terbaik serta melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa dalam
menjalankan pemerintahannya. '

Kata kunci: Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD), Keputusan Bersama




KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wh.
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5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Ponorogo yang telah memberikan bantuan dan bekal ilmu
pengetahuan.
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Ponorogo yang telah memberikan kesediannya untuk membantu
peneliti dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lainnya.

7. Kedua orangtua tercinta terimakasih telah memberikan kasih sayang,
kesabaran, ketulusan, keikhlasan dalam membimbingku, memberikan
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8. Sahabat dan teman — teman di sekelilingku dan keluarga yang telah

memberikan dukungan dan doa selama saya mengerjakan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari
kata kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan
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skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan
pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan. Aamiin.
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MOTTO

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan

kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang.”

Imam Syafi’i
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